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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 29 TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA KEGIATAN 

PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar 

Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan 

Efektivitas Kerja Aparatur, diperlukan standar 

operasional prosedur yang menguraikan langkah-

langkah sistematis dan tata kelola kegiatan 

pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan 

efisien; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Tata 

Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang 

Efektif dan Efisien. 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar 

Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan 

Efektivitas Kerja Aparatur; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 2 Seri E). 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan   :  PERATURAN  GUBERNUR   TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA KEGIATAN 

PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR YANG 

EFEKTIF DAN EFISIEN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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5. DPRD adalah DPRD Provinsi Banten. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lain yang selanjutnya disingkat SKPD 

Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten. 

11. Instansi Lain adalah unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di luar  SKPD Pemerintah Provinsi Banten. 

12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah. 

14. Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat 

Koordinator PPTK adalah pejabat Eselon III pada unit kerja satuan 

kerja perangkat daerah yang merupakan atasan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan yang mengkoordinasikan satu atau beberapa kegiatan 

dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya.    

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah  

pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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16. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke 

semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 

17. Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor adalah Pertemuan/Rapat 

dengan menggunakan fasilitas Hotel/Villa/Cottage/Resort dan/atau 

fasilitas ruang Gedung lainnya yang bukan milik 

Pemerintah/Pemerintah Daerah,  berupa Konsinyering, Focus Group 

Discussion, rapat koordinasi, rapat pimpinan, rapat kerja, rapat 

teknis, Lokakarya/Workshop, seminar, simposium, sosialisasi, 

bimbingan teknis, dan saresehan. 

18. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. 

19. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 

di tetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan 

hasil. 

20. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 

mencapai keluaran tertentu. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud :  

a. dalam rangka mendukung gerakan penghematan nasional; 

b. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara 

keseluruhan; dan 

d. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 

(2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan : 

a. mengatur mekanisme/tata cara penyelenggaraan kegiatan 

pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien dengan 

pembiayaannya bersumber dari APBD termasuk fasilitasi kegiatan 

DPRD; 



  - 6 - 

b. untuk mengoptimalkan penggunaan ruang rapat yang tersedia di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(1) Proses pelaksanaan kegiatan, persyaratan, kelengkapan dan waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan output pada 

setiap aktivitas terkait tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar 

kantor yang efektif dan efisien tercantum dalam Format SOP Tata 

Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang efektif dan 

efisien. 

(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

BAB II 

KENTENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 8 Juni 2015 

Plt. GUBERNUR BANTEN, 
 

ttd 

 

          RANO KARNO 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 8 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

ttd 
 

KURDI 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 30 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
H. SAMSIR, SH. M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19611214 198603 1 008 


